BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di
atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil analisis varians belanja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan baik, dengan rincian
tahun anggaran 2016 sebesar 99.33%, tahun anggaran 2017 sebesar
25.01%, tahun anggaran 2018 sebesar 89.29%

2. Hasil analisis pertumbuhan belanja Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Tahun 2016 pertumbuhan
benilai negatif sebesar 5.93%, tahun 2017 pertumbuhan bernilai negatif
yaitu sebesar 86.61%, sedangkan pada tahun 2018 petumbuhan yaitu
sebesar 262.%

3. Hasil analisis keserasian belanja dapat dikatakan  bahwa Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam
menggunakan aktivitas belanjanya hanya difokuskan pada belanja
operasional.

4. Hasil perhitungan analisis efisiensi belanja Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah melakukan
penghematan anggaran namun harus ditingkatkan lagi. Pada tahun
anggaran 2016 terjadi pengehematan anggaran sebesar 99.33%, tahun

anggaran 2017 penghematan anggaran sebesar 25.01 sedangkan untuk
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tahun anggaran 2018 terjadi penghematan sebesar 89.29%.

6.2 Saran

1. Bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara
Timur agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran
belanja modal secara khusus dengan kinerja yang baik maka efektivitas,
produktivitas, dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.

2. Bagi Dinas Pariwista dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara
Timur agar meningkatkan proporsi belanja modal.

3. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti
selanjutnya agar dapat meneliti tentang anggaran belanja belanja daerah
khususnya belanja modal secara terperinci atau mempertimbangakn
faktor-faktor lainnya sehingga menjadi rekomendasi yang baik dalam

pengelolaan belanja modal.
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